


Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6406);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S50
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267),

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178 /PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Kasubdit Pend.
Pesantren

Kasubdit PMDT

Kasubdit PQ

Direktur PD
Pontren

Sesditjen
Pendis

P

J]l-

§

¥

\(




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1655) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat
Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020
tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1432);

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020
tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020
tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1433);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 658);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BOP
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA
INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren
dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Instansi Vertikal
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan BOP bagi
satuan Pendidikan Pesantren dan satuan Pendidikan
Keagamaan Islam yang dialokasikan pada Daftar Isian
Pelaksanaan  Anggaran (DIPA) Instansi  Vertikal
Kementerian Agama pada Tahun Anggaran 2022 sebagai
suatu acuan yang terintegrasi.

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7323 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BOP
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA
INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan
nasional harus mampu menjamin pemerataan Kkesempatan
pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk
menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional
sebagai satu sistem pendidikan nasional, Pendidikan Pesantren dan
Pendidikan Keagamaan Islam juga memiliki tanggung jawab untuk
memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020
tentang Pendidikan Pesantren, Pendidikan Pesantren diselenggarakan
pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan
dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Pesantren jalur pendidikan
formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan
dalam bentuk Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal,
sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi diselenggakan dalam
bentuk Ma’had Aly. Adapun Pendidikan Pesantren jalur pendidikan
nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning
yang dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
Pendidikan Pesanten jalur pendidikan nonformal dapat
diselenggarakan secara terintegrasi dengan program Pendidikan
Kesetaraan dalam bentuk Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok
Pesantren Salafiyah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan dalam bentuk
Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
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Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan amanat bagi
Kementerian Agama selaku unsur pemerintah untuk memberikan
fasilitasi dalam pengembangan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan Islam. Atas dasar tersebut, Kementerian Agama
mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka fasilitasi
pembiayaan operasional bagi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan Islam sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Agama yang dipergunakan untuk pendanaan biaya
operasional personalia dan non personalia.

Pemberian bantuan operasional bagi satuan Pendidikan
Pesantren dan satuan Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan
dalam bentuk pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan
dianggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan
Kerja Kementerian Agama, baik di pusat pada DIPA Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam dan di daerah pada DIPA Instansi Vertikal
Kementerian Agama. BOP yang dialokasikan pada DIPA Instansi
Vertikal Kementerian Agama diperuntukkan untuk Pendidikan
Pesantren berbentuk Pengkajian Kitab Kuning, serta untuk
Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk Madrasah Diniyah
Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an. Sebagai acuan pelaksanaan,
dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Instansi Vertikal
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Islam agar menjadi suatu acuan yang
terintegrasi.

Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk
menjamin penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran,
tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat prosedur.
2. Tujuan
Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan
pemerintah.

Asas

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan asas pelaksanaan
bantuan pemerintah pada Kementerian Agama, yaitu kepastian
bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan
penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.
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